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xpputuseu
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TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USI,A DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGEzu HATAWANO

DESA HATAWANO KECAMATAN WAPLAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAT{ DAI{ KEBI'DAYAAI{
I(ABI'PATEN BT'RU

Menlmbang : a.

Menglngat : 1.

b.

c.

bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi Bidang

pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan

dukunganPemerintahDaerahkearahpeningkatarrmutu
pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten

Buru;
bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandan$ perlu untuk

memberikan lnn operasional pada Taman Kanak-Kanak Negeri

Hatawano Desa Hatawano Kecamatan Waplau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ooin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan

Keputus"r, K'bpala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten

Buru.

undang-und.ang Nomor 4 Tahun lgTg tentang Kesejahteraan Anak

(LembararrNegaraRepubliklndonesiaTatrun|979Nomor32,
Tambahas Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3143);

Undang-undang ;Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999

tentang pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru

danKabupatenMalukuTenggaraBarat(LembaranNegara
Republik Ind.onesia Tahun 2ooo Nomor 174, Tambahan Lembaran

uegara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah

aenganUndang_undangNomor6Tahun2oootentarrgperubahan
atas undang - undang No*ot 46 tentartg pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentan! Sistim penaiaikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOg Nomor 78 Ta:rrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 43Ot);

2.

3.



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2OO4

tentang pembenfukan peraturan undang - undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 53, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a389);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Inr{onesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubatran

kedua Atas Und.ang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8441;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2oo4

tentang Perimbarigan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daereih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negat'a Republik Indonesia

Nomor aa38l;
T'. Undalg-undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukhan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a1;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talrun 2005 tentang standar

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 4, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa9Q;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tah.un 2oo7

pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7371;

lo.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

ll.Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008

Nomor 03);
l2.Peraturan Dabrah Kabupaten Buru Nomor 09 Tatrun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2oL4

Nomor 03);
l3.Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabarart

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun

Anggaran2oL4{BeritaDaerahKabupatenBuruTahun2013
Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Memberikan lzin

Negeri Hatawano
Buru.

Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak (TK)

Desa Hatawano Kecamatan Waplau Kabupaten



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikag kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolah

Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Hatawano Desa Hatawano

Kecamatan waplau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pelaksanaalnya bertagggungiawab dan melaporkan hasil

kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru.
segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Buru.
Keputusan ini berlaku surut Tahun Pelajaran 2OLLl2OL2.

DitetaPkan di : Namlea
Pada Tangsal : OSSePtember 2O14

r,'qrri Kepala Dinas Pendidikan dan

fKebudaYaan KabuPaten Buru
I

/F
Drs A. MUKADDAR
Pembina Tk. I
Nip. 19570927 1986021 003

Tez4r#iusoln disamPaikan KePada Yth :

1. Bupati Buru di Namlea
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Otahraga

Provinsi Maluku di Ambon
3. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea

4, Kepala Badan Kepegawaiarr Daerah Kab. Buru di Namlea

5. Camat WaPlaq di WaPlau

6. Kepala uptp bit ** Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waplau di Waplau

7. Arsip


